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MOTTO 

 

 “A law is valuable not because it is law, but because there is right in it” 

“Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan 

didalamnya”.1 

Henry Ward Beecher 

  

                                                             
1Hendra Karianga, 2017,Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi 

Daerah,Kencana,Depok,hlm. 46 
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RINGKASAN 

 

Tindak pidana penganiayaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dikualifikasikan menjadi tujuh jenis, hal tersebut membuat jaksa 

dan hakim dituntut lebih teliti dan cermat dalam menyusun dakwaan dan putusan. 

Dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/Pn.Bbu yang menyatakan terdakwa Sri 

Wahyudi als Udi bin Erwani telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan 

tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dijatuhi pidana 

penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan tersebut tidak sesuai dengan fakta-

fakta persidangan serta putusan pemidaan tersebut tidak sepenuhnya menguraikan 

fakta-fakta persidangan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini 

yaitu: pertama, menganalisis kesesuaian amar putusan pemidanaan Nomor 

103/Pid.B/2018/PN Bbu dikaitkan dengan fakta – fakta persidangan. kedua, 

mengalisis PutusanPemidanaan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu dikaitkan dengan 

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP serta konsekuensi hukumya. 

Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum yuridis 

normatif(legal research), yaitu menemukan kebenaran koherensi, yakni adakah 

kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, norma yang berupa 

larangan atau perintah dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang dengan 

norma hukum. Pendekatan yang digunakan Penulis dalam skripsi ini adalah 

pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach),dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini 

bersifat deduktif. 

Hasil dari penelitian ini adalah amar putusan hakim Nomor 

103/Pid.B/2018/Pn Bbu  tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Berdasarkan 

fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti berupa keterangan 

saksi, surat (Visum et Repertum) dan keterangan terdakwa, kualifikasi luka yang 

dialami korban tidak memenuhi ketentuan Pasal 90 KUHP serta keadaan korban 
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ketika dilakukan penganiayaan oleh terdakwa yaitu dalam rangka menjalankan 

tugas jabatan yang sah sebagai anggota Polres Way Kanan yang melakukan 

penangkapan kepada terdakwa yang sedang melakukan pencurian. Jika dua fakta 

tersebut dipertimbangkan oleh hakim, dapat merubah perbuatan terdakwa. 

Berdasarkan dua hal tersebut, perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 212 KUHP 

jo Pasal 213 ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ayat (2) 

KUHP. Putusan pemidanaan Nomor 103/Pid.B/2018/Pn.Bbu tidak memuat 

ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu tidak memuat fakta 

persidangan mengenai unsur “luka berat” atas vonis yang dijatuhkan kepada 

terdakwa sebagaimana Pasal 351 ayat (2) KUHP yang ketentuannya wajib 

dipenuhi  berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Berdasarkan Pasal 197 

ayat (2) KUHAP, jika tidak dipenuhinya ketentuan pada Pasal 197 ayat 1 huruf 

a,b,c,d,e,f,h,i,j,k, dan l KUHAP memiliki konsekuensi hukum yaitu putusan 

tersebut batal demi hukum. 

Penuntut Umum dan Hakim harus lebih teliti dan cermat. Penuntut Umum 

harus lebih teliti dan cermat dalam menyusun dakwaan, sebab dakwaan 

merupakan dasar hakim dalam membuktian dan menentukan penjatuhan vonis 

terhadap terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan amar putusan harus lebih teliti dan 

cermat, amar putusan harus sesuai dengan fakta persidangan sebab jika hakim 

tidak cermat dalam membuktikan perbuatan terdakwa dapat berdampak 

mengubah perbuatan terdakwa. Hakim dalam menyusun putusan pemidanaan 

hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang harus dimuat dalam 

putusan pemidanaan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sebab jika tidak 

dipenuhinya ketentuan tersebut memiliki konsekuensi yaitu putusan batal demi 

hukum.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Negara mempunyai peran penting dalam menjaga ketertiban umum untuk 

melindungi masyarakat dari segala pelanggaran dan kejahatan yang ada dalam 

kehidupan, maka dibentuklah suatu aturan atau hukum didalam masyarakat yang 

berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara. Muhammad Sadi Is 

berpendapat bahwa fungsi hukum adalah untuk mencapai tata tertib antar 

hubungan manusia dalam kehidupan sosial, hukum menjaga kebutuhan hidup agar 

terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan.2 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana yang 

dikualifikasikan sebagai kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran 

yang diatur dalam dalam Buku III. Terkait dengan tindak pidana yang 

dikualifikasikan sebagai kejahatan maka dirumuskan menjadi  31 delik kejahatan, 

salah satunyaadalah tindak pidana penganiayaan.  

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam pada BAB XX yang terdiri 

dari beberapa kualifikasi sebagai berikut: a) Penganiayaan biasa atau 

penganiayaan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; b) 

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP; c) Penganiayaan 

berencana diatur dalam Pasal 353 (1) KUHP; d) Penganiayaan berat diatur dalam 

Pasal 354 (1) KUHP; e) Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 (1)  

KUHP; f) Penganiayaan yang diperberat karena Akibat diatur dalam Pasal 351 

ayat (2) dan (3), Pasal 353 ayat (2) dan (3), Pasal 354 ayat (2), Pasal 355 ayat (2) 

KUHP;  g) Penganiayaan Terhadap Orang-Orang berkualitas tertentu dengan cara 

tertentu diatur dalam Pasal 356 KUHP. 

Dengan  adanya kualifikasi jenis-jenis tindak pidana penganiayaan 

tersebut,maka dari aspek penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum yang 

                                                             
2Muhamad Sadi Is,2015,Pengantar Ilmu Hukum,Prenadamedia Group, Jakarta,hlm.4 
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mempunyai peran menuntut suatu perkara termasuk dalam penyusunan surat 

dakwaan wajib memperhatikan pasal-pasal yang tepat sebagai dasardakwaan dari 

perbuatan terdakwa,demikian juga dengan hakim yang memeriksa dan memutus 

suatu perkara wajib memperhatikan fakta-fakta persidangan, sebab tindakan tegas 

dan ketelitian aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tegas bagi 

para pelaku kejahatan tindak pidana penganiayaan khususnya tindak pidana 

penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ada 3 jenis penganiayaan biasa 

menurut Pasal 351 KUHP yakni penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka 

berat atau matinya orang, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan 

penganiayaan mengakibatkan matinya seseorang. Luka berat dirumuskan dalam 

Pasal 90 KUHP dengan rumusan asli zwaar lichamelijk letsel yang diterjemahkan 

sebagai luka badan berat yang disingkat luka berat.3Adanya pembedaan 

penganiayaan dan derajat luka dalam penganiayaan membuat hakim harus jeli 

dalam memutuskan suatu kasus yang masuk dalam kategori tersebut karena rasa 

keadilan masyarakat tergantung dalam putusan hakim sebagai penegak hukum.4 

Dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana, terdapat dua elemen 

penting didalamnya, yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. Hazewinkel – 

Suringa mengatakan bahwa ius poenale (hukum pidana materiel) adalah sejumlah 

peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang 

terdapat pelanggaran diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barangsiapa 

yang membuatnya5. Sementara Simons berpendapat bahwa hukum pidana formal 

(hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat – alatnya 

melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana6. Dengan 

kesimpulan bahwa hukum pidana adalah aturan yang mengatur tentang apa yang 

dilarang dan apa hukumannya. Sedangkan hukum acara pidana berfungsi sebagai 

alat  untuk menjalankan hukum pidana, menemukan kebenaran materiel dan 

                                                             
3Siswo Putranto Santoso,2016,Analisis Peran Visum Et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan, Ditinjau Dari 

Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Jurnal Ilmiah WIDYA Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Vol 
3, Jakarta, 

4Fikri, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, 
Volume 1, hlm 2 

5 Andi Hamzah (I),2014,Asas – Asas Hukum Pidana,Rineka Cipta,Jakarta,hlm.4. 
6 Andi Hamzah(II),2016,Hukum Acara Pidana Indonesia,Sinar Grafika,Jakarta,hlm.4 
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mengatur prosedur penjatuhan pidana. Kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang 

sebenar-benarnya dari suatu perkara pidana.7 Serta menemukan siapakah orang 

yang telah melakukan tindak pidana tersebut dengan tujuan untuk diajukan ke 

persidangan dan meminta hakim untuk memeriksa, mengadili, serta memutus 

apakah pelaku tersebut terbukti melakukan tindak pidana dan terhadapnya dapat 

dimintai pertanggung jawaban pidana, yang tentunya semua proses persidangan 

tersebut harus berdasarkan pada surat dakwaan yang telah disusun oleh jaksa 

penuntut umum. Demikian juga dengan proses setelah adanya putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana disini juga bertujuan 

untuk mengatur cara-cara pelaksanaan dari putusan tersebut. 

Putusan hakim dari suatu lembaga peradilan secara filosofis telah 

diberi label sebagai mahkota hakim. Sebuah mahkota sepatutnya indah dan 

menawan  untuk dipandang oleh pencari keadilan. Bahasa putusan adalah senjata 

hakim yang berisi kalimat bijak yang diungkapkan secara lugas, jelas dan tegas. 

senantiasa menghindari kata-kata berbelit-belit sehingga pencari keadilan merasa 

perlu untuk membaca. Sedangkan isi putusan wajib mencerminkan keadilan 

hakim sebagai wakil tuhan di dunia, sesuai kepala putusan yakni Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan pemidanaan merupakan 

pertanggung jawaban hakim kepada masyarakat, maka putusan pemidanaan harus 

memuat ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, 

menurut Ayat (2) pasal tersebut, apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi kecuali 

yang tersebut pada huruf g dan i maka putusan batal demi hukum.  

Terkait dengan uraian diatas, dalam hal ini akan dihubungkan dengan 

suatu perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu 

kasus penganiayaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu 

yang secara garis besar kasus posisinya  adalah sebagai berikut: 

Bahwa terdakwa Sri Wahyudi Als Udi bin Erwani, pada hari Rabu tanggal 

29 November 2017 bertempat di lokasi perkebunan karet KUD Catur Tunggal di 

kp. Sunsang, Kec. Negri Agung, Kab. Away Kanan terdakwa sedang melakukan 

pencurian getah karet milik KUD Catur Tunggal. Saat melakukan pencurian 

                                                             
7Ibid,hlm.7 
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datangalah Saksi Brigadir Salismansah bersama Brigadir Sembiring, Brigadir 

Decky, Brigadir Jefri, Brigadir Fuad, Brigadir Hendra, Brigadir Deviliansyah 

untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi Ariyus als Yus bin 

Erwani. Saat dilakukan penangkapan terdakwa melakukan perlawan dengan cara 

menyabetkan senjata tajam ke korban dan mengenai jari telunjuk kanan korban. 

Korban adalah saksi Brigadir Salismansah yang sedang melakukan tugas jabatan 

yang sah. Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis golok untuk melakukan 

perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka. 

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/153/VER/RSUD WK/03 

2018 dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada jari telunjuk tangan kanan 

dengan ukuran 12 cm (dua belas centi meter) dengan dasar tulang dikarenakan 

benda tajam dengan derajat luka sedang. Terhadap perbuatan terdakwa, Penuntut 

umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu dengan Pasal 213 

ke 1 KUHP dan Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagai dakwaan kedua. Hasil 

pemeriksaan oleh majelis hakim dipersidangan, terdakwa diputus secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang 

mengakibatkan luka berat yang didakwakan pada dakwaan kedua dan dijatuhi 

pidana penjara selama dua tahun delapan bulan. 

Namun menurut penulis, belum semua fakta-fakta persidangan 

dipertimbangkan oleh hakim, sebab dengan dipertimbangkannya  fakta-fakta 

tersebut dimungkinkan  terjadi perbedaan dalam amar putusan terkait dengan 

dengan perbuatan terdakwa, demikian juga dengan  putusan pemidaaan wajib 

memuat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, 

sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP apabila tidak terpenuhinya 

ketentuan-ketentuan pada ayat (1) mempunyai konsekuensi hukum. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, ada hal yang menarik penulis untuk 

menganilis putusan pemidanaan tersebut. Isu hukum pertama, dalam 

menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta persidangan 

yang ditemukan didalam persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang ada. 

Didalam surat dakwaan,keterangan saksi serta  keterangan terdakwa menyebutkan 

bahwa korban merupakan anggota polisi Polres Way Kanan yang  melakukan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


5 
  

 
 

penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan tindak pidana pencurian. 

Dalam setiap putusan pemidanaan hakimwajib memberikan pertimbangan secara 

yuridis dan non yuridis bahwa korban merupakan orang berkualitas tertentu 

(pejabat/pegawai negeri) yang sedang melakukan tugas jabatannya. Dalam kasus 

ini terdapat hal menarik untuk dianalisis yaitu apakah amar putusan pemidanaan 

telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Isu hukum kedua, berdasarkan Pasal 

197 Ayat (1) KUHAP terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dimuat di dalam 

putusan pemidanaan, apabila ketentuan-ketentuan tersebuttidak dimuat, maka 

sesuai dengan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP memiliki konsekuensi hukum yaitu 

putusan batal demi hukum. Dalam putusan pemidanaan tersebut  terdapat hal yang 

menarik untuk dianalisis yaitu apakah putusan pemidanaan tersebut telah sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP.  

Berdasarkan uraian diatas terdapat hal yang menarik untuk dikaji lebih 

dalam menjadi karya tulis terkait Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu dengan 

judul Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan 

Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul skripsi dan latar belakang diatas, maka dirumuskan 2 

(dua) masalah pokok dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Apakah amar putusan pemidanaan Nomor 103/Pid.B/2018/Pn Bbu  yang 

menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan 

mengakibatkan luka berat telah sesuai dengan fakta – fakta persidangan? 

2. Apakah putusan pemidanaanNomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu telah memuat 

ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf dKUHAPserta apa konsekuensi 

hukumnya? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis kesesuaian amar putusan pemidanaan Nomor 

103/Pid.B/2018/PN Bbu dikaitkan dengan fakta – fakta persidangan. 

2. Untuk mengalisis PutusanPemidanaan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu 

dikaitkan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf dKUHAP serta konsekuensi 

hukumya. 

 

1.4. Metode Penelitian 

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum 

yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu 

yang diajukan.8 Maka Suatu penelitian memerlukan metode penelitian yang 

sistematis guna mendapatkan hasil penelitian yang bersifat ilmiah dan terhadap 

analisa yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

1.4.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. 

Adapun penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran 

koherensi, yaitu apakah antara aturan hukum dengan norma hukum sudah sesuai, 

dan apakah antara norma yang berupa perintah atau larangan itu dengan 

prinsiphukum sudah sesuai, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum 

atau prinsip hukum.9 

 

1.4.2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan penelitian didalam penelitian hukum bertujuan untuk 

memperoleh informasi dari berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan 

yang akan dibahas. Penelitian hukum memiliki beberapa macam pendekatan 

masalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan 

undang – undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), 

                                                             
8Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi,2003, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm 1 
9Loc.cit 
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pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative 

approach), dan pendekatan konseptual(conceptual approach).10 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu 

pendekatan undang – undang (statue approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Pendekatan undang – undang (statue approach) adalah 

pendekatan dengan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan 

beschikking/degree, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat 

admistrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, 

keputusan menteri, keputusan bupati, dam keputusan suatu badan 

tertentu.11Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalahpendekatan yang 

dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin  

yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide 

yangmelahirkan pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum, dan konsep-

konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.12 

 

1.4.3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan-bahan dalam penelitin meliputi bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatifartinya memiliki otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari 

perundang- 

undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim.13 Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana / 

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) 

                                                             
10Peter Mahmud Marzuki, 2016,Penelitian Hukum, Ed.  Revisi, Cetakan ke-12, PrenadaMedia Group, 

Jakarta, hlm.133 
11Ibid,hlm.137 
12Ibid,hlm.137 
13Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi,Op.Cit,hlm.48 
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b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / 

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

c. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

d. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

tentang bahan-bahan hukum primer berupa literatur-literatur yang berhubungan 

dengan permasalahan pada penilitian ini. Bahan hukum skunder yang terutama 

adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu 

hukum dan pandangan – pandangan klasik para sarjana yang mempunyai 

kualifikasi tinggi.14 Buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi 

hukum dan jurnal – jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus – kamus hukum, 

dan komentar komentar atas putusan pengadilan.15 Dalam penelitian ini, bahan 

hukum skunder yang digunakan yaitu buku-buku hukum dan jurnal hukum. 

 

1.4.4. Analisis Bahan Hukum 

Dalam melakukan penelitian hukum, dibutuhkan langkah-langkah untuk 

memecahkan suatu isu hukum. Langkah-langkah tersebut akanmenciptakan suatu 

kerangka yang dapat memudahkan penulis untuk memecahkanisu hukum yang 

akan dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalammelakukan penelitian 

hukum, dilakukan langkah-langkah :16 

1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak 

relevanuntuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; 

2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang 

mempunyairelevansi juga bahan-bahan non hukum; 

3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan; 

                                                             
14Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 182 
15Ibid,hlm.195 
16Ibid, hlm.213 
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4) Membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang digunakan untuk 

menjawab isu hukum; 

5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun 

dalam kesimpulan 

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan langkah – langkah 

yang mengacu pada penjelasan Peter Mahmud Marzuki yakni sebagai berikut : 

pertama, mengidentifikasi fakta hukum dalam putusan pemidanaan Nomor : 

103/Pid.B/2018/PN Bbu dan menetapkan isu hukum yang tertmuat dalam 

rumusan masalah,kedua, mengumpulkan bahan – bahan hukum primer maupun 

skunder yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas, ketiga, 

melakukan telaah terhadap isu hukum yang dianalisisdengan metode deduktif 

berdasarkan bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan, keempat, membuat 

kesimpulan dalam bentuk argumen-argumen guna menjawab isu hukum yang 

dibahas, kelima, membuat preskripsi atau tindakan yang harus dilakukan 

berdasarkan argumentasi yang telah dibuat atau dibangun dalam kesimpulan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Tindak Pidana Penganiayaan. 

2.1.1. Pengertian Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana 

Tindak pidana merupakan istilah terjemahan dari kata “strafbaar feit”. 

Dalam KUHP tidak ditemukan pengertian maupun penjelasan mengenai strafbaar 

feit. Tindak Pidana disamakan dengan delik, delik berasal dari bahasa latin yaitu 

Delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan penjelasan delik 

yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran 

terhadap undang – undang tindak pidana.17Pengertian mengenai tindak pidana 

sangat penting, bukan saja untuk kepentingan akademis, namun juga dalam 

rangka pembangunan kesadaran hukum  masyarakat. Didalam doktrin (sumber 

hukum pidana) istilah strafbaar feit menimbulkan berbagai perdebatan dikalangan 

para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Moeljatno misalnya 

memakai istilah tindak pidana dengan menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”, 

sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan strafbaarfeit dengan istilan 

“perbuatan yang boleh dihukum”. Utrecht mengistilahkan strafbaarfeit dengan 

istilah “tindak pidana”.18 

Simons  merumuskan starfbaarfeit secara lengkap yaitu tindak pidana 

merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam 

dengan pidana oleh undang – undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang 

dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Berbeda 

dengan Simons, Moeljatno membuat konsepsi yang memisahkan anatara 

“perbuatan pidana” dengan “pertanggungjawaban pidana”. Perbuatan pidana 

hanya menunjuk kepada sifat dari perbuatan saja yang dilarang oleh peraturan 

perundang – undangan, apakah si pembuat dapat dijatuhkan pidana atau tidak.

                                                             
17Teguh Prasetyo,2015,Hukum Pidana,Rajawali Pers,Jakarta,hlm.47 
18Rasyid Ariman,Fahmi Raghib, 2016, Hukum Pidana, Setara Press, Malang hlm. 58 
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Moeljatno merumuskan tindak pidana itu sebagai ”perbuatan, yang dilarang dan 

diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan itu”.19 

Secara teori tindak pidana dalam KUHP memuat 2 unsur, yakni unsur 

objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan 

keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. 

Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan 

termasuk juga didalamnya, yaitu segala sesuatu yang ada didalam hatinya. Unsur 

objektif terdiri atas :20 

1. Perbuatan; 

2. Sifat melawan hukum; 

3. Kualitas dari pelaku; 

4. Akibat. 

Unsur subjektif yakni unsur yang melakat pada diri si pelaku yang unsur-

unsurnya terdiri atas :  

1. Kemampuan bertanggung jawab; 

2. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 

3. Maksud atau voornemen pada suatu bersyarat atau pogging seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 

4. Macam – macam maksud oogmerk seperti yang terdapat dalam 

kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain – lain; 

5. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte read seperti misal 

kejahatan pembunuhan pada Pasal 340 KUHP; 

6. Perasaan takut atau vress seperti nyang antara lain terdapat didalam 

rumusan tindak pidana menurut Pasal 208 KUHP. 

 

2.1.2. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan 

Tindak pidana penganiayaan diatur didalam Pasal 351 – 538 KUHP. 

Didalam KUHP tidak memberikan definisi atau penjelasan secara tegas tentang 

apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun beberapa ahli hukum pidana 

                                                             
19Ibid,hlm. 58-59 
20P.A.F Lamintang, 2016, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta, hlm 183 
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memberikan rumusan tindak pidana penganiayaan salah satunya ialah Wirjono 

Projodikoro dalam rancangan KUHP Belanda yang ia tulis sebagai berikut 

Penganiayaan adalah dengan sengaja mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit 

pada tubuh orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.21Mr. 

M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa menganiaya ialah dengan sengaja 

menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang 

menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai 

penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan 

badan.22Adami Chazawi juga berpendapat bahwa:  

penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 

untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang 

mana akibatnya semata – mata merupakan tujuan si penindak.23 

 

Penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar tertuang dalam Pasal 351 

ayat (1) KUHP yang rumusannya adalah “Penganiayaan dipidana dengan pidana 

paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500;”  

Tindak pidana yang dirumuskan pada ayat (1) hanya memuat kualifikasi 

tindak pidana dan ancaman pidananya saja, maka rumusan tersebut tidak dapat 

dirinci unsur-unsurnya, oleh karena itu pengertian penganiayaan tidak diketahui 

dengan jelas. Berdasarkan sejarah pembentukan pasal 351 KUHP, doktrin 

penganiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:24 

a. Kemampuan bertanggung jawab; 

b. Adanya kesengajaan; 

c. Adanya perbuatan; 

d. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: 

1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau 

2. Luka pada tubuh 

Secara garis besar unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi 

dua yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Untuk huruf a dan b tersebut di atas 

merupakan unsur subjektif serta pada huruf c dan d tersebut diatas bersifat 

                                                             
21Sunardi, Fanny Tanuwijaya,Loc.Cit. 
22Leden Marpaung,2005,Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh,Sinar Grafika, Jakarta,hlm. 5 
23 Adami Chazawi,Op.Cit,hlm. 10 
24Ibid,hlm. 11 
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objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, 

termasuk segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya yaitu suatu kesengajaan 

dan akibat yang ditumbulkan menjadi tujuan satu-satunya. Unsur objektif  adalah 

yang unsur yang berhubungan dengan keadaan yang meliputi adanya perbuatan, 

yang mana pada akibat tersebut berupa luka atau sakit.25 

Dalam penulisan ini penulis berfokus pada penganiayaan yang 

mengakibatkan luka berat yang diatur pada pasal 351 ayat (2) KUHP yang 

rumusannya “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”. Pada ayat ini, terdapat 

unsur yang paling pokok yaitu “mengakibatkan luka berat”. Definisi luka berat 

dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP:26 

a. Jatuh sakit mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh 

sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 

b. Tidak mampu terus – menerus untuk menjalankan tuigas jabatan atau 

pekerjaan pencarian; 

c. Kehilangan salah satu pancaindera; 

d. Mendapat cacat berat; 

e. Menderita sakit lumpuh; 

f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; 

g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.  

Pasal 90 KUHP hanya memberikan keadaan-keadaan tertentu pada tubuh 

yang dapat dikategorikan sebagai luka berat, jika luka yang tidak termasuk pada 

keadaan-keadaan yang terdapat pada Pasal 90 KUHP maka luka tersebut bukan 

merupakan luka berat melainkan luka biasa atau luka ringan. 

 

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan 

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur secara 

terpisah dalam Pasal351 – 356 KUHP yaitu: 

1. Penganiayaan Biasa. (Pasal 351 ayat (1) KUHP) 

Penganiayaan biasa (gewone misbandebing) yang dapat disebut sebagai 

penganiayaan pokok atau bentuk standart yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) 

KUHP.Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak memberikan defnisi penganiayaan 

                                                             
25Ibid, hlm. 12 
26 Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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biasa, Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi penganiayaan biasa yang ia 

tulis dalam rancangan KUHP Belanda bahwa yang dimaksud dengan 

penganiayaan biasa adalah dengan sengaja mengakibatkan atau menimbulkan 

rasa sakit pada tubuh orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang 

lain.27 

Beberapa yurisprudensi memberikan rumusan tentang penganiayaan biasa, 

antara lain:28 

a. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 10 Desember 1902 yang 

merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah 

dengan sengaja melukai tubuh manusia atau meyebabkan perasaan sakit 

tanpa maksud yang dibenarkan oleh hukum. 

b. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 20 April 1925 yang merumuskan 

bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja melukai 

tubuh manusia. 

2. Penganiayaan Ringan(Pasal 352 ayat (1) KUHP) 

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (lichte 

misbandeling) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 ayat 

(1) KUHP.Berdasarkan Pasal 352 ayat (1) KUHP yang dimaksud penganiayaan 

ringan adalah penganiayaan yag tidak termasuk dalam kualifikasi 

penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1) KUHP), dan penganiayaan 

terhadap seseorang berkualitas tertentu (Pasal 356 KUHP). Penganiayaan 

ringan juga tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 

pekerjaan atau pencaharaian. Yang dimaksud dengan menimbulkan penyakit 

adalah korban memerlukan pengobatan, jika korban tidak memerlukan 

pengobatan maka perbuatan tersebut termasuk dalam penganiayaan ringan.29 

3. Penganiayaan Berencana(Pasal 353 ayat (1) KUHP) 

Penganiyaan berencana adalah penganiayaan yang terdapat unsur 

direncanakan terlebih dulu (meet voorbedachte rade) sebelum perbuatan 

                                                             
27Sunardi, Fanny Tanuwijaya,Op.Cit,hlm.38 
28Loc.Cit 
29Ibid,hlm. 44 
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tersebut dilakukan. Untuk adanya unsur direncanakan terlebih dulu atau 

berencana memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu:30 

a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang 

b. Tersedianya cukup waktu sejak pengambilan keputusan sampai 

pelaksanaan penganiayaan 

c. Pelaksanaan perbuatan dilaksanakan dengan tenang 

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 ayat (1) KUHP) 

Penganiayaan berat adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 

untuk melukai berat orang lain. Sengaja melukai berat adalah luka berat yang 

dialami korban merupakan hal yang diniati atau dituju oleh pelaku.31 Luka 

pada penganiayaan berat adalah luka yang kualifikasinya terdapat pada Pasal 

90 KUHP yaitu: 

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan 

sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 

- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau 

pekerjaan pencarian; 

- Kehilangan panca indera; 

- Mendapat cacat berat; 

- Menderita lumpuh; 

- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; 

- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 ayat (1) KUHP) 

Penganiayaan berat berencanapada dasarnya merupakan bentuk 

penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dulu. Dengan 

demikian, terjadinya penganiayaan berat berencana yang diatur dalam Pasal 

355 ayat (1) KUHP apabila pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan 

rencananya baik perbuatan maupun luka beratnya.32 

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu,  

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun; 

                                                             
30Tongat, 2001,Hukum Pidana Materiil, Penerbit Djambatan,Jakarta, hlm. 90 
31Sunardi, Fanny Tanuwijaya,Op.Cit,hlm.47-48 
32Tongat, Op.Cit, hlm. 101 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


16 
 

 

(2) Jika perbuatan itu menimbulkan ke,atian, yang bersalah dipidana 

dengan pidana paling lama 15 tahun 

6. Penganiayaan Yang Diperberat Karena Akibat 

  Penganiayan yang diperberat karena akibatnya adalah penganiayaan yang 

diperberat pidananya karena hasil dari perbuatanya. Ketentuan tersebut diatur 

dalam KUHP sebgai berikut: 

- Penganiyaan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat (2) 

KUHP); 

- Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) 

KUHP); 

- Penganiyaan berencana yang mengakibatkan luka berat (Pasal 353 ayat 

(2) KUHP); 

- Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian (Pasal 353 ayat 

(3) KUHP); 

- Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (Pasal 354 ayat (2) 

KUHP); 

- Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian (Pasal 

355 ayat (2) KUHP). 

7. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu Dengan Cara 

Tertentu Yang Memberatkan (Pasal 356 KUHP) 

Jenis penganiayaan ini adalah bentuk pemberatan pidana jika 

penganiayaan dilakukan terhadap seseorang berkualitas tertentu dan dengan 

cara tertentu. Orang berkualitas tertentu disini adalah ibunya, bapaknya yang 

sah, istri atau anaknya, selain itu adalah pejabat atau pegawai negeri yang 

sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah. faktor diperberatnya pidana 

terhadap perbuatan menganiaya seorang pejabat atau pegawai negeri yang 

menjalankan tugas yang sah karena pekerjaan pegawai negeri berhubungan 

dengan kepentingan umum (masyarakat dan negara). Selain karena 

penganiayaan dilakukan terhadap orang berkualitas tertentu, Pasal 356 KUHP 

juga memberikan pemberatan pidana jika perbuatannya dilakukan dengan cara 
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memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan 

dan diminum. 

Selain ketentuan Pasal 356 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang 

penganiayaan yang dilakukan terhadap pejabat atau pegawai negeri yang 

menjalankan tugas jabatan yang sah, juga terdapat ketentuan lain yang 

mengatur hal sama yaitu Pasal 212 KUHP. Kedua Pasal tersebut memiliki 

objek tindak pidana yang sama yaki pejabat atau pegawai negeri, namun objek 

pada Pasal 212 KUHP lebih luas, tidak hanya pejabat atau pegawai negeri tapi 

termasuk orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan 

pejabat tersebut memberikan bantuan kepadanya. Perbauatan yang dimaksud 

dalam Pasal 212 KUHP adalah melawan dengan cara menggunakan kekerasan 

atau ancaman kekerasan. 

2.2. Pembuktian 

2.2.1. Pengertian Pembuktian 

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang 

didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal 

ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Maka hukum acara pidana bertujuan 

untuk mencari kebenaran materiil.33 

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa Pembuktian berasal dari kata “bukti” 

yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk 

memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah 

perbuatan membuktikan, membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) 

bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan dan 

meyakinkan.34 

Pembuktian memegang peranan yang menentukan dalam proses 

pemeriksaan sidang pengadilan. Karena dengan pembuktian ini akan diketahui 

mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, dan 

apakah terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak. Dalam proses 

pembuktian hakim harus mempertimbangkan dengan hati-hati dan cermat yang 

                                                             
33Andi Hamzah(II),Op.Cit, hlm.249 
34Lilik Mulyadi,2012,Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif,Teoritis dan Praktik,Alumni,Bandung,hlm.92 
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berdasar pada ketentuan minimum alat bukti beserta kekuatan pembuktian dari 

masing-masing alat bukti tersebut.35 

 Tujuan dari persidangan pidana adalah terletak pada kebenaran materiil. 

Jika hakim berpendapat bahwasanya terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam putusannya, 

maka pendapat hakim itu harus diuji dengan alat-alat bukti yang ada dalam Pasal 

184 ayat (1) KUHAP.36 

 

2.2.2. Alat – Alat Bukti 

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada 

hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat – alat bukti tersebut 

dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan 

hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh 

terdakwa.37 

Alat bukti dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana diatur 

dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keterangan terdakwa. 

Mengenai alat-alat bukti diatas, pengertiannya adalah sebagai berikut, 

yaitu: 

a) Keterangan Saksi 

Pengertian saksi tertuang dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, yaitu orang 

yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 

peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami 

sendiri.Kemudian didalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan pengertian 

keterangan saksi yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 

                                                             
35Zulkarnain,2013,Praktik Peradilan Pidana,Setara Press, Malang,hlm. 100 
36Ibid, hlm. 101 
37Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003,Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 

hlm. 11 
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keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia 

alami sendiri.38 

b) Keterangan Ahli  

Ahli ialah seorang yang dapat memberikan keterangan sebagai ahli karena 

mempunyai mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau 

pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli 

tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.39. Didalam KUHAP,keterangan 

ahli termaktub dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP “keterangan ahli adalah keterangan 

yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan”. 

c) Surat  

Sudikno Mertokusumo menerangkan, bahwa yang dimaksud surat ialah 

segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk 

mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan 

dipergunakan sebagai pembuktian.40 

Pasal 187 KUHAP menyebutkan surat yang dinilai sebagai alat bukti 

yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan 

sumpah, adalah : 

1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, 

yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, 

dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan 

tegas tentang keterangannya itu; 

2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau 

surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata 

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi 

pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; 

                                                             
38Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Pasal 1 angka 26-27 
39Andi Hamzah(II), Op.Cit, hlm 27 
40Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op.Cit., hlm. 62 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


20 
 

 

3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara 

resmi dari padanya; 

4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari 

alat pembuktian yang lain.   

Pada surat yang disebut pada huruf a,b dan c adalah surat resmi yang 

dibuat oleh pejabat yang berwenang disertai dengan sumpah jabatan atau 

dikuatkan dengan sumpah sehingga dengan sendirinya bernilai sebagai alat bukti 

yang sejak surat itu diperbarui. Surat sebagaimana pada huruf d merupakan surat 

pada umumnya, tetapi lebih bersifat surat pribadi seperti surat ancaman, surat 

petisi, surat pernyataan yang mana jenis surat ini tidak dengan sendirinya 

merupakan alat bukti yang sah menurut undang – undang, artinya surat tersebut 

dianggap bernilai sebagai alat bukti jika berhubungan dengan alat bukti lainnya.  

d) Petunjuk 

R. Soesilo menerangakan bahwa petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal 

yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan 

tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan 

siapakah pelakunya. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan 

saksi, surat dan keterangan terdakwa.41Pemberian nilai atau yang menentukan dan 

mendapatkan alat bukti petunjuk itu diserahkan kepada kebijakan hakim.Alat 

bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP yaitu sebagai berikut: 

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak 

pidana itu sendiri, menandakan bahwa yang telah terjadi suatu tindak 

pidana dan siapa pelakunya. 

(2) Petunjuk sebagimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : 

a. Keterangan saksi; 

b. Surat; 

c. Keterangan terdakwa. 

                                                             
41R.Soesilo, Op.Cit, hlm. 167 
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(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap 

keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah 

ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan 

berdasarkan hati nuraninya. 

Petunjuk merupakan alat bukti, dengan demikian dalam membuktikan 

kesalahan terdakwa petunjuk tidak bisa berdiri sendiri, petunjuk harus mengikuti 

dan terikat pada prinsip mininum pembuktian. Alat bukti petunjuk tidak dapat 

berdiri sendiri, melainkan didukung dengan satu alat bukti yang sah lainnya. 

 

e) Keterangan Terdakwa 

R. Soesilo menerangkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang 

terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang apa yang ia lakukan, ketahui atau 

alami sendiri.42Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP yaitu 

sebagai berikut: 

(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang 

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia alami sendiri atau alami sendiri; 

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk 

membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung 

oleh suatu alat  bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan 

kepadanya; 

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri; 

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia 

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan 

harus disertai dengan alat bukti yang lain. 

Keterangan terdakwa dapat dinyatakan didalam sidang pengadilan dan 

dapat pula diberikan diluar sidang. Apabila keterangan terdakwa yang dinyatakan 

disidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hendaknya 

berisikan keterangan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam 

menjawab setiap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan 

yang ia ketahui, ia, dengar, dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan terdakwa 

                                                             
42R.Soesilo, Loc.Cit. 
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yang diberikan diluar sidang pengadilan hanya dipergunakan untuk membantu 

mencari bukti didalam sidang pengadilan.43 

Dalam memberikan keterangan terdakwa tidak selalu berkata jujur, agar 

supaya cukup untuk membuktikan kebenaran keterangan terdakwa maka itu harus 

ditambah dengan alat bukti yang sah lainnya, misalnya keterangan saksi, 

keterangan ahli, dan surat.  

 

2.2.3. Sistem Pembuktian 

Pembuktian benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang 

didakwakan kepadanaya, merupakan hal terpenting dalam acara pidana, hukum 

acara pidana mengebal beberapa sistem pembuktian yang menjadi pedoman 

hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa disidang pengadilan, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang – Undang Secara Positif(positive 

wettelijk bewijstheorie) 

Pembuktian berdasarkan undang – undnag secara positif(positive wettelijk 

bewijstheorie) adalah pembuktian yang hanya didasarkan pada undang – 

undang saja. Artinya, jika terdakwa telah terbukti berdasarkan alat – lat bukti 

yang sah menurut undang – undang, maka keyakinan hakim tidak 

diperlukan.Sistem ini dikenal sebagai sistem pembuktianm formal (formele 

bewijstheorie)44. Menurut D. Simons, sistem pembuktian berdasarkan undang 

undang secara positif (formele bewijstheorie) ini berusaha untuk 

menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim 

secara ketat menurut peraturan – peraturan pembuktian yang keras.45Namun 

sistem pembuktian ini ditolak oleh beberapa pakar hukum, karena hakim 

dianggap sebagai robot pelaksana undang – undang, salah satu yang menolak 

sistem pembuktian ini  ialah Wirjono Prodjodikoro, karena kebenaran tidak 

hanya sepenuhnya pada undang – undang saja melainkan juga didapatkan dari 

keyakinan hakim.  

                                                             
43Lilik Mulyadi, Op.Cit, hlm.115 
44Andi Hamzah(II), Op.Cit,hlm. 251 
45Lilik Mulyadi, Op.Cit, hlm. 117 
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2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (Conviction Intime) 

Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Semata (Conviction Intime) 

adalah hakim dapat menjtuhkan putusan berdasarakan keyakinan hakim belaka 

dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (bloot gemoedelijkeovertuiging). 

Artinya hakim dalam menjatuhkan putusan, semata – mata atas keyakinan 

hakim, tanpa terikat suatu alat bukti. Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan 

menggunakan hati nurani dan kebijaksanaanya.46 

Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata (Conviction 

Intime). Dalam membuktikan kesalahn terdakwa bergantung pada keyakinan 

hakim belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan 

demikian, putusan hakim tambak timbul nuansa subjektif, misalnya, dalam 

putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan 

lain sebaginya, sebagaimana pernah terjadi dulu pada praktik pengadilan distrik 

dan pengadilan kabupaten.47 

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang – Undang Secara Negatif (Negatef 

Wettelijke Bewijs Theorie) 

Sistem Pembuktian Menurut Undang – Undang Secara Negatif (Negatief 

Wettelijke Bewijs Theorie) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut telah limitatif ditentukan 

oleh Undang – Undang dan didukung oleh adanya keyakinan hakim. Secara 

historis sistem pembuktian secara negatif Negatief Wettelijke Bewijs Theorie) 

merupakan gabungan antara sistem pembuktian secara postif dengan sistem 

pembuktian dengan sistem pembuktian dengan keyakinan hakim semata 

(Conviction Intime48) 

4. Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (Conviction raisonee) 

Keyakinan hakim atas alasan yang logis (Conviction raisonee) berarti 

bahwa dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu 

atas alasan yang logis. Disini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat 

bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di 

                                                             
46Ibid, hlm. 118 
47Ibid, hlm. 118-119 
48Ibid,hlm.120 
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Indonesia, conviction raisonee digunakan dalam persidangan tidak pidana 

ringan. Dalam teori ini, hakim dapat menjatuhkan seseorang bersalah 

berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar – dasar 

pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berdasarkan kepada 

peraturan – peraturan pembuktian tertentu.49 

Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia adalah sistem pembuktian 

Negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie), hal ini dapat dilihat dari pasal 

183 KUHAP yaitu sebagai berikut “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 

pada seorang, kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang 

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi 

dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”50 

 

2.2.4. Fakta Persidangan 

Hal yang paling sering disoroti dan menjadi fokus dalam kajian adalah 

kinerja pengadilan atau sistem peradilan kita yang jauh dari memuaskan yang 

berunjung kepada rasa kenyamanan dan kebahagiaan para pencari keadilan.51 

Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara pidana 

diwajibkan untuk cermat dalam mengamati segala hal yang ada dalam 

persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan, eksepsi, pembuktian, pemeriksaan 

alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa, hal ini bertujuan agar hakim dapat menemukan suatu 

kebenaran materiel yang didapatkan dari fakta persidangan guna menyakinkan 

keyakinannya dalam memutus suatu perkara pidana. 

Fakta persidangan ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan 

disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, 

terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Pada prinsipnya, hakim dalam 

menjatuhkan pidana pada terdakwa wajib mempertimbangkan fakta – fakta dalam 

persidangan. Fakta – fakta persidangan dapat diperoleh hakim dari persesuain 

                                                             
49Ibid,hlm.253 
50Andi Hamzah(II),Op.Cit,hlm.254 
51Ismail Rumadan,2017,peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan 

Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaiam,Vol. 6 Nomor 1,Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan 
Mahkamah Agung RI, Jakarta 
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dengan alat – alat bukti yang sah. Misalnya persesuain antara keterangan saksi 

dengan keterangan terdakwa.52 

 

2.3. Putusan Pengadilan 

2.3.1. Pengertian Putusan Pengadilan 

Apabila proses penuntutan dan pembelaan sudah selesai, maka kemudian 

diakhiri dengan proses penjatuhan putusan untuk menyelesaikan perkara pidana 

yang telah diperiksa. Dalam tahap inilah hakim memutuskan mengenai apakah 

terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 

didakwakan oleh penuntut umum atau bebas atau lepas dari segala tuntutan.53 

 Putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang 

berbunyi putusan pengadilan adalah pernyataan haklim yang diucapkan dalam 

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas 

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

undang – undang ini. Hakim dalam membuat putusan wajib memberikan keadilan. 

Putusan pengadilan adalah bentuk pertanggung jawaban hakim kepada 

masyarakat atas suatu perkara pidana yang ia selesaikan.  

 

2.3.2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan 

Pada asasnya putusan pengadilan  yang diatur dalam KUHAP dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut : 

1. Bukan putusan akhir.54 

 Bukan putusan akhir adalah putusan yang dapat berupa penetapan ataupun 

putusan sela sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Jenis 

putusan ini secara formal dapat mengakhiri suatu perkara jika pihak terdakwa atau 

penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum terhadapnya. Namun ketika 

terhadap putusan tersebut oleh salah satu pihak diajukan perlawanan yang 

kemudian diterima oleh pengadilan tinggi, maka pengadilan tinggi 

                                                             
52Lilik Mulyadi,Op.Cit,hlm.129 
53Zulkarnain,Op.Cit,hlm.101 
54Lilik Mulyadi, Op.Cit, hlm. 129-130 
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memerintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk melanjutkan 

memeriksa perkara tersebut. 

2. Putusan akhir.55 

 Dikatakan sebagai putusan akhir apabila suatu perkara diperiksa oleh 

majelis hakim hingga selesai sampai pokok perkara seperti yang tercantum dalam 

pasal 182 ayat (3) dan ayat (8), pasal 197, dan pasal 199 KUHAP.  

Secara substansial putusan akhir dalam perkara pidana memiliki tiga sifat, 

yaitusebagai berikut: 

a.  Putusan Pemidanaan (veroordeling).  

  Apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan 

menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 

(Pasal 193 Ayat (1) KUHAP) dengan berlandaskan asas minimum pembuktian 

sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP. 

b.  Putusan Bebas (vrijspraak/acquittal). 

  Apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 

terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas 

perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP) dan pembebasan 

tersebut didasarkan pada tidak terbuktinya perbuatan terdakwa sesuai asas 

minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP. 

c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle  

rechtsvervolging).  

  Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana 

(Pasal 191 Ayat (2) KUHAP) karena perbuatan tersebut merupakan ruang 

lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf 

(strafuitsluingtingsgronden/feit de ‘axcuse) dan alasan pembenar 

(rechtsvaardigings-grond) sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP; 

Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP. 

 

 

                                                             
55Ibid,hlm.134 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


27 
 

 

2.3.3. Ketentuan – Ketentuan Yang  Dimuat Dalam Putusan Pengadilan 

Sebagaimanapada sub bab sebelumnya yang menguraikan bahwa putusan 

pengadilan bersifat pemidanaan dan non pemidanaan, terkait dengan sifat putusan 

tersebut, secara substansi putusan pemidanaan ketentuannya diatur dalam Pasal 

197 ayat (1) KUHAP dan putusan non pemidanaan yang diatur dalam Pasal 199 

KUHAP. Berdasarkan putusan pengadilan yang penulis teliti adalah putusan 

pemidanaan maka dalam penulisan ini penulis berfokus pada putusan pemidanaan. 

Terkait dengan putusan pemidaan, terdapat ketentuan – ketentuan yang harus 

dimuat dalam putusan pemidanaanyang ketentuan-ketentuanya diatur dalam Pasal 

197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: 

Surat putusan pemidanaan memuat: 

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; 

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 

keadaan beeserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 

disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; 

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; 

f. Pasal peraturan perundang – undangan atau tindakan dan pasal 

peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum dari 

putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 

terdakwa; 

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali 

perkara diperiksa oleh hakim tunggal; 

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua 

unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikanya dan 

pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; 

i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 

menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang 

bukti; 

j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 

dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap 

palsu; 

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 

dibebaskan; 

l. Hari dan tanggal putusan, namas penuntut umum, nama hakim yang 

memutus dan nama panitera.  
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Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan : 

“tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k 

dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”  
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Secara keseluruhan analisis peneliti terhadap putusan pemidanaan Nomor : 

103/Pid.B/2018/Pn Bbu disimpulkan sebagai berikut: 

1. Amar putusan pemidaan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu yang menyatakan 

bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat 

(2) KUHP) sebagaimana dalam dakwaan kesatu tidak sesuai dengan fakta-

fakta persidangan karena :pertama,hasil pembuktian berdasarkan barang 

bukti dan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, surat (Visum Et Repertum) 

dan keterangan terdakwa,kualifikasi luka yang dialami korban tidak 

memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 90 KUHP. Kedua, keadaan korban 

ketika dianiaya oleh terdakwa adalah dalam rangka menjalankan tugas 

jabatan yang sah sebagai anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yaituuntuk melakukan penangkapan kepada terdakwa yang 

melakukan pencurian. Berdasarkan dua hal tersebut maka perbuatan 

terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 212 KUHP jo Pasal 213 ke-1 

KUHP atau Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 356 ayat (2) KUHP. 

2. Putusan pemidaan Nomor 103/Pid.B/2018/Pn.Bbu tidak memuat ketentuan 

pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tentang pertimbangan hakim yang 

disusun ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang 

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan 

kesalahan terdakwa. Dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa 

terdakwa telah terbukti melakukan tidak pidana penganiayaan yang 

mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP), namun hakim dalam 

pertimbangannya tidak menguraikan fakta mengenai unsur luka berat. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP jika tidak dipenuhinya 

ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k dan l KUHAP 

maka konsekuensi hukumnya adalah putusan batal demi hukum. 
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4.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dakwaan Penuntut 

Umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, serta amar putusan hakim 

tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. berdasarkan hal tersebut, 

penulis memberikan saran.Pertama, Penuntut Umum harus lebih teliti dan 

cermat dalam membuat dan menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan yang 

disusun harus sesuai dengan pebuatan yang dilakukan oleh terdakwa, 

sebab surat dakwaan merupakan dasar pembuktian dan penjatuhan putusan 

oleh hakim.Kedua, Hakim harus lebih cermat dan teliti dalam penjatuhan 

vonis. Amar  putusan yang dijatuhakan oleh hakim harus sesuai dengan 

fakta-fakta persidangan. Jika terdapat fakta yang tidak dibuktikan oleh 

hakim, maka dapat merubah perbuatan terdakwa.   

2. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa putusan 

pemidanaan Nomor : 103/Pid.B/2018/Pn Bbu tidak memuat ketentuan 

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Maka penulis memberi saran yaitu, 

Majelis hakim dalam menyusun putusan pemidanaan harus teliti dan 

cermat serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang harus dimuat dalam 

putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP 

khususnya Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Jika tidak dipenuhinya 

ketentuan-ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP memiliki 

konsekuensi hukum yaitu putusan batal demi hukum. 
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